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RUU TPKS Ranw:

DPR disarankan membentuk panitia
khusus untuk membahas agar para
legislator yang terlibat ialah yang -
benar-benar memahami substansinya.

Ancai Tonol Martaon
redaksi@medicindonesio.com

OMISI Nasional

(Komnas) Perem-

puan berharap Ba-
dan Musyawarah
(Bamus) DPR memilih alat ke-
lengkapari dewan (AKD) yang

tepat untuk membahas Rancan:

gan Undang-Undang (RUU) Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual
(TBKS). Dengan begitu, bakal

- beleid tersebut hisa segera di-

sahkan menjadiundang-undang
(UU). ‘ '

“Kami ber'h'arap,‘justru, SU-
dah lebih cepat, apalagi na-

manya sudah percepatan,” kata

Ketua Komnas Perempuan Andy *

Yentriyani di Jakarta, kemarin.

Andy mengaku tidak ingin’

pembahasan dilakukan di komisi
karena Khawatir proses pemba-
hasan hakal lambat, “Tingkatan
(pembahasan).lebih panjang
ag1 > ungkap dia:
 Setidaknya ada dua p1hhan

AKD yang dinilai hisa memper '

cepat pembahasan RUU TPKS,
yakni Badan Legislasi (Baleg)
DPR atau panitia khusus (pan-
sus).

Penyusunan danpembahasan

 (rafRUU TPKS di Baleg telah ber-

langsung setahun belakangan,
Draf RUU itu akan digjukan ke
Rapat Paripurna DPR untuk men-

| Komi

dapatkan persetujuansebagai
RUU Inisiatif DPR pada Selasa
(18/1). Selanjutnya, bila disetu-
jul, RUY.itu-akan dibahas DPR
hersama pemerintah.

Presiden Jokowi turut mende-

sak pengesahan segera beleid

yang ditujukan unfuk-mem-
perkuat tindak pencegahan dan
penanganén kekezasan seksual
di Indonesia tersebut. DPR pun
menjanjikan percepatan pem-
hahasan,

. Peneliti Forum Masyarakat
Pedu‘li Parlemen Indonesia

‘(Formappi) Lucius Karus menya-

rankan pembentukan panitia
kfiusus DPR untuk membahas
RUU TPKS. Hal itu bertujuan
hakal beleid itu dibahas legisla-
tor-legislator yang memahami
substansinya dengan baik.
“Tidak hanya cukup di Baleg.
Partisipasi publik juga perlu
untuk diperhatikan, bukan ha-
nya hasa-hasi,” imbuh Lucius

dalam forum diskusi hertajuk
KeMana RUU TPKS: Urgensi vs
Resistensi?kemarin.

KurniasihMufidayat, anggota
Baleg DPR Rl Fraksi PKS, fraksi
yang selama ini menolak RUU
TRKS; menyatakan keputusan
selanjutnya ada di pimpinan
DPR. Kendati hegitu, fraksinya
menekankan satu hal.

“Yang perlu kita utamakan
adalah pentingnya untuk pen-
cegahan terjadinya tindak ke-
jahatan seksual jika dibanding-
kan dengan mengobati,” ujar
Kurniasih.

Tidakemosional

n Tersendat
y

yang panjang, ia mengharapkan
publik turut mengawal.

“Kalaupun ada liku-liku dan
dinamika di lapangan, kita ha-
rus tetap semangat. Tidak boleh
emosional dan jangan menye-
rah,” terangnya.

Puan menekankan RUU TPKS
harus hadir sebagai satu payung
hukum untuk menjaga serta
membuat aman masyarakat,
bukan hanya kaum perem-
puan.

“Karena ada juga laki-laki
korban kekerasan seksual. Jadi,
harapannya adalah RUU TPKS
ini nantinya dapat melindungi,
memberikan rasa aman, hyaman

Ketika menerima asp1rasquatperempm@

dari sejumlah aktivis peremsyg
puan terkait dengan RUU TPKS,
Rabu (12/1), Ketua DPR RI Puan
Maharani menekankan heleid it
memerlukan kehati-hatian dan
kecermatan dalam pembahasan.
Untuk mengantisipast proses

a selurulr wanga™

Indonesia,” tandas Puan.

DPRdisebutPuan akansenan-
tiasa terbuka terhadap masukan
masyarakat, termasuk dalam
pembahasan RUU TPKS. (Mef/
Sru/P-2)
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